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QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

—_

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan atas pengujian
kendaraan bermotor kepada masyarakat secara optimal oleh
Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung oleh dana
yang cukup yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD);

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota
Banda Aceh berwenang memungut Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kota
Banda Aceh tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Kota adalah Kota Banda Aceh.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
Pejabat pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan daerah yang berlaku.
Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan wusaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Penyelenggaraan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau
unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan
bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
Kendaraan Bermotor adalah semua kenderaan beroda
beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
mengunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kenderaan bermotor yang dioperasikan di
air.
Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan
khusus.
Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya
disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor
berikut muatannya yang  diperbolehkan  menurut
rancangannya.
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga
angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah.
Tonase Kapal adalah Volume kapal yang dinyatakan dalam
tonase kotor/gross tonnage (GT) dan tonase bersih/net
tonnage (NT).
Surat Ukur adalah surat yang dikeluarkan untuk
menentukan ukuran panjang, lebar dan dalamnya kapal
yang bertujuan untuk menentukan tonase kapal.
Pas Kecil dan Sertifikat Kelaikan Kapal hanya diberikan
kepada kapal-kapal yang berukuran tonase kotor GT <7.
Keselamatan/Kelaikan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, kontruksi, bangunan,
permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan
radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat
setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Izin berlayar hanya diberikan kepada kapal yang berukuran
tonase kotor GT GT <7 yang berlayar di Laut, Sungai dan
Danau, kapal yang berukuran tonase kotor GT >7 yang
berlayar di Sungai dan Danau.

18. Surat ...



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Surat Izin berlayar adalah surat yang dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk sebagai bukti bahwa kapal tersebut
layak untuk berlayar.

Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara
Berkala terhadap Kendaraan Wajib Uji.

Retribusi Jasa umum adalah restribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan
Perudang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan
Pemerintah Kota.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan secara profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai
negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan
bermotor.

Pasal ...



Pasal 3

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan
bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan
bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai
retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang
terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan
tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis
kendaraan, golongan berat kendaraan yang diuji, dan
frekuensi pengujian.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya.

BAB ...



BAB VI

Pasal 8

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang
diperbolehkan atau JBB dan Ukuran Tonase Kotor/Gross
Tonnage (GT) kendaraan bermotor.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :

A. Kendaraan Bermotor di Jalan

a.] Kendaraan Pertama Kali Uji

Jenis Jenis Biaya
Biaya . Biaya
Jasa s tif::?;aCa t Plat Uji, | Biaya
No Jenis JBB Pengujian Tanda Baut Buku Jumlah
Kendaraan pertama Sampin dan Uji
kali (Rl:)) € | Segel (Rp)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mobil Penumpang
Umum 1000 s/d 2000 30,000 15,000 8,000 | 10,000 | 63,000
2 | MobiL Bus 2000 s/d 5000 50,000 15,000 8,000 | 10,000 | 83,000
5001 s/d 6000 55,000 15,000 8,000 | 10,000 | 88,000
diatas 6001 60,000 15,000 8,000 | 10,000 | 93,000
3 | Mobil Barang 0 s/d 3000 35,000 15,000 8,000 | 10,000 | 68,000
Kendaraan Khusus, | 3001 s/d 5000 40,000 15,000 8,000 | 10,000 | 73,000
Kereta Gandengan, 5001 s/d 6000 50,000 15,000 8,000 | 10,000 83,000
Kereta Tempelan 6001 s/d 14200 70,000 15,000 8,000 | 10,000 | 103,000
diatas 14201 80,000 15,000 8,000 | 10,000 | 113,000
4 Kendaraan Roda 3 - - - 8,000 | 10,000 18,000
a.ll Kendaraan Uji Berkala
Jenis Jenis Biaya Jumlah
Biaya Biaya
Biaya . Plat Uji, | Biaya . Tidak
No Jenis JBB Jasa Stfll‘{:;{l:at Baut Buku (l;?:l:: Ganti
Kendaraan Pengujian Samping dan Uji vii Buku
(Rp) (Rp) Segel (Rp) Uji
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Mobil
Penumpang 1000 s/d
Umum 2000 15,500 15,000 8,000 | 10,000 | 48,500 | 38,500
2 | MobiL Bus 2000 s/d
5000 17,500 15,000 8,000 | 10,000 | 50,500 | 40,500
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Jenis Jenis Biaya Jumlah
Biaya Biaya
Biaya . Plat Uji, | Biaya . Tidak
No Jenis JBB Jasa St}ll‘{:;(/l:at Baut Buku girll::: Ganti
Kendaraan Pengujian | o . dan Uji Uii Buku
(Rp) Ro) | Segel | (Rp) ! Uji
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5001 s/d
6000 18,500 15,000 8,000 | 10,000 | 51,500 | 41,500
diatas
6001 19,500 15,000 8,000 | 10,000 | 52,500 | 42,500
3 Mobil Barang | 0 s/d 3000 15,000 15,000 8,000 | 10,000 | 48,000 | 38,000
Kendaraan 3001 s/d
Khusus, 5000 16,000 15,000 8,000 | 10,000 | 49,000 | 39,000
Kereta 5001 s/d
Gandengan, 6000 17,000 15,000 8,000 | 10,000 | 50,000 | 40,000
Kereta 6001 s/d
Tempelan 14200 18,500 15,000 8,000 | 10,000 | 51,500 | 41,500
diatas
14201 19,500 15,000 8,000 | 10,000 | 52,500 | 42,500
4 Kendaraan
Roda 3 - - - 8,000 | 10,000 | 18,000 | 8,000
B. Kendaraan Bermotor di Air
No Uraian Jenis Kapal Tarif
1 2 3 4
A | Ukuran Kapal GT < 7 yang
berlayar di laut, sungai dan
danau
1 | Biaya Jasa Ukur/Pas Kecil Kapal Nelayan Rp. 50.000,-/Kapal/
Tahun
Kapal Penumpang/ | Rp. 50.000,-/Kapal/
Barang Tahun
Kapal Wisata Rp. 100.000,- /Kapal/
Tahun
2 | Biaya Sertifikat Keselamatan/ Kapal Nelayan Rp. 50.000,- /Kapal/
Kelaikan Kapal Tahun
Kapal Rp. 50.000,-/Kapal/
Penumpang/Barang | Tahun
Kapal Wisata Rp. 100.000,-/Kapal/
Tahun
3 | Biaya Jasa Izin Berlayar Kapal Rp. 25.000,- /Kapal/
Wisata/Penumpang | sekali berlayar

Pasal ...




Pasal 9

(1) Tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan di tinjau kembali
paling lama 3 (tiga) Tahun.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pengujian
kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam)
bulan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar
sekaligus.

(3) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD

(5) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan surat teguran

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB ...



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi
sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
dilakukan dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat izin lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera
melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang.

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung;

Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa
tersebut.

(4) Pengakuan ...



(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib
retribusi dengan kesadarannya ~menyatakan masih
mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kota.

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 17

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan penghapusan retribusi
daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19
Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan ...



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima
keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-
kurangnya menyebutkan :

a. nama alamat wajib retribusi,

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
Bukti penerima oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima
oleh Walikota.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(3) Apabila...



(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara
lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial
dan bencana alam.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI
SANKSI PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. meneliti ...



b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah.

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah.

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana yang dimaksud delam huruf c.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j.  menghentikan penyidikan.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2004 Nomor 4 Seri C Nomor 2) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



Pasal 27
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2012 M
7 Shafar 1434 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2012 M
7 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

T. SAIFUDDIN. TA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 NOMOR S5 SERI C
NOMOR 2



I.

II.

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah
Kota Banda Aceh adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli
Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah
satu Retribusi yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari
Sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta menyesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Oleh karena itu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2004
tentang penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 4 Seri C Nomor 2)
harus dicabut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas



Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Retribusi Terutang adalah retribusi yang
belum dibayar oleh pengguna jasa Pengujian Kendaraan, yang
selanjutnya akan dibayar sekaligus oleh pengguna jasa Pengujian
Kendaraan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN .......
SERI.....NOMOR



Yang dimaksud dengan Atasan Langsung Petugas Penguji yaitu
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang
dipungut kepada pengguna jasa yang menggunakan jasa pengujian
kendaraan.

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah
dokumen yang digunakan oleh Unit Pengujian Kendaraan dalam
melaksanakan segala kegiatan pengujian.

Pasal 6 Yang dimaksud dengan jenis kenderaan bermotor terdiri dari mobil
penumpang umum, mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta
gandengan, kereta tempelan, kendaraan roda tiga, kapal nelayan, kapal
penumpang, kapal wisata menurut jenis dan type kendaraan.



